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PUTUSAN

Nomor 1285/Pdt.G/2018/PA.Tgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama  dalam  sidang majelis hakim  telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Qori Putri Wanita Sari Binti Aekano Darkasih, tempat dan tanggal lahir

Kutai,  14  April  1994,  agama  Islam,  pekerjaan  Ibu

Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat

Atas,  tempat  kediaman di  Jalan  Wijaya  Kusuma,  Rt.

01(rumah Bapak Eka),  Desa Bukit  Raya,  Kecamatan

Samboja,  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  sebagai

Penggugat;

melawan

Muhammad Husni Bin Tabrani, tempat dan tanggal lahir Muara Jawa, 05

Juni  1990,  agama  Islam,  pekerjaan  Tidak  diketahui,

Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,  tempat

kediaman  di  Dahulu  Jalan  Wijaya  Kusuma,  Rt.

01(rumah Bapak Eka),  Desa Bukit  Raya,  Kecamatan

Samboja,  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  Kabupaten

Kutai  Kartanegara,  Sekarang  Tidak  Diketahui

Alamatnya  Dengan  Jelas  Dan  Pasti  Di  Wilayah

Republik Indonesia sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 19 November

2018  telah  mengajukan  permohonan  Cerai  Gugat,  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Tenggarong,  dengan  Nomor

1285/Pdt.G/2018/PA.Tgr, tanggal 19 November 2018,  dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat  dengan Tergugat  melangsungkan pernikahan pada

tanggal  24 April 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Samboja,  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/39/IV/2014,

tanggal 24 April 2014; 

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat  dengan Tergugat  telah

hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal 

di  rumah orangtua Tergugat di  Kecamatan Muara Jawa selama 4 bulan,

kemudian  pindah  dan  bertempat  tinggal  bersama  di  rumah  orangtua

Penggugat di Kecamatan Samboja,  Kabupaten Kutai Kartanegara selama

2 tahun; 

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat  dengan Tergugat  telah

dikaruniai  seorang  anak  yang  bernama,  Jellcy  Arsenio  Zeroun,  lahir  di

Samboja,  08  Mei  2015,  dan  anak  sekarang  ikut  bersama  dengan

Penggugat ; 

4. Bahwa  sejak  bulan  April  tahun  2014  ketentraman  rumah  tangga

Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, setelah antara Penggugat

dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

5. Bahwa  penyebab  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat  dengan  Tergugat  dikarenakan  Tergugat  memiliki  sifat

tempramental,  sehingga setiap ada hal-hal yang kecil  Tergugat langsung

marah dan merusak barang yang terdekat Tergugat; 

6. Bahwa  Penggugat  sudah  sering  menasehati  dan  memberikan

kesempatan  kepada  Tergugat  agar  meinggalkan  kebiasaan  buruknya

tersebut demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun Tergugat tetap saja

mengulangi dan tidak meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut; 
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7. Bahwa  sejak  bulan  November  tahun  2016  Penggugat  dan  Tergugat

pisah  tempat  kediaman karena Tergugat  pergi  meninggalkan Penggugat

tanpa seizin Penggugat . Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak

pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di

wilayah Republik Indonesia; 

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya

kepada  keluarga  dan  teman  Tergugat,  namun  tidak  diketahui

keberadaannya  saat  ini  dan  berdasarkan  surat  keterangan  Ghaib  dari

kantor  Desa  Bukit  Raya,  RT.  01  Nomor:  365/18/11/2018,  tanggal  18

November 2018; 

9. Bahwa  atas  sikap  dan  perbuatan  Tergugat  tersebut,  Penggugat

menyatakan  tidak  sanggup  lagi  melanjutkan  hubungan  perkawinan

bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke

Pengadilan Agama Tenggarong; 

Bahwa berdasarkan dalil-dalil  tersebut, Penggugat  memohon kepada

Pengadilan  Agama  Tenggarong,  agar  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

sebagai berikut:

PRIMIAR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhammad Husni

bin Tabrani) terhadap Penggugat (Qori Putri Wanita Sari binti Aekano

Darkasih);  

3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  ketentuan  hukum

yang berlaku;  

 SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya.

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat  datang  menghadap,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang  dan  tidak

pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai  wakil  atau  kuasanya,
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meskipun  menurut  relaas  Nomor  1285/Pdt.G/2018/PA.Tgr tanggal  xx2  2018

dan tanggal xx3 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui

siaran  RPK  Kutai  kartanegara,  sedang  ternyata  tidak  datangnya  itu  tidak

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa  Majelis  telah  berusaha  mendamaikan  dengan  menasihati

Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak

berhasil;

Bahwa oleh karena  Tergugat  tidak pernah hadir di  persidangan, maka

usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa  selanjutnya  dibacakan  surat  Gugatan Penggugat  yang  isinya

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  Gugatannya  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti berupa: 

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/39/IV/2014, tanggal 24 April

2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja

Kabupaten Kutai Kartanegara yang menerangkan bahwa Penggugat dan

Tergugat telah menikah pada tanggal 24 April 2014, bermeterai cukup

dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);

- Asli  Surat  Keterangan  Ghaib  dari  kantor  Desa  Bukit  Raya,  RT.  01

Nomor: 365/18/11/2018, tanggal 18 November 2018 yang menerangkan

bahwa  Tergugat  tidak  lagi  bertempat  tinggal  di  Wilayah  tersebut,

bermeterai cukup lalu diberi kode (P.2);

B. Bukti Saksi :

1. Turini  binti  Tukino,  umur  34  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan

karyawan swasta, tempat kediaman di JL. Balikpapapn - Handil II RT 1

Desa Sei Seluang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, di

bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
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- Bahwa, saksi  kenal  dengan Penggugat dan Tergugat kerena saksi

sebagai bibi Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan

suami  istri  menikah  pada  tanggal  24  April  2014  di  Kecamatan

Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat

tinggal  di  rumah  orangtua  Tergugat  di  Kecamatan  Muara  Jawa

selama 4 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di

rumah  orangtua  Penggugat  di  Kecamatan  Samboja,   Kabupaten

Kutai Kartanegara selama 2 tahun;

- Bahwa, saksi  mengetahui  selama berumah tangga Penggugat  dan

Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  pada awalnya rumah tangga Penggugat

dan Tergugat  rukun dan harmonis,  namun sejak Bulan April  tahun

2014  sudah  tidak  harmonis  dan  tidak  ada  kecocokan  lagi  sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki

sifat tempramental, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat

langsung marah dan merusak barang yang terdekat Tergugat;

- Bahwa,  saksi  tidak  mengetahui  langsung Penggugat  dan Tergugat

bertengkar;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  saat  ini  Penggugat  dan Tergugat  sudah

berpisah tempat tinggal sejak Bulan November tahun 2016, Tergugat

pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa kabar dan tidak

diketahui lagi alamatnya yang jelas;

- Bahwa selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling

mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  pihak  keluarga  sudah  pernah  berupaya

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
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2. Titi Sriaten binti Bakat,  umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan

ibu rumah tangga, tempat kediaman di JL. Wijaya Kusuma RT 1 Desa

Bukit Raya Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah

sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi  kenal  dengan Penggugat dan Tergugat kerena saksi

sebagai ibu kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan

suami  istri  menikah  pada  tanggal  24  April  2014  di  Kecamatan

Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat

tinggal  di  rumah  orangtua  Tergugat  di  Kecamatan  Muara  Jawa

selama 4 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di

rumah  orangtua  Penggugat  di  Kecamatan  Samboja,   Kabupaten

Kutai Kartanegara selama 2 tahun;

- Bahwa, saksi  mengetahui  selama berumah tangga Penggugat  dan

Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  pada awalnya rumah tangga Penggugat

dan Tergugat  rukun dan harmonis,  namun sejak Bulan April  tahun

2014  sudah  tidak  harmonis  dan  tidak  ada  kecocokan  lagi  sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki

sifat tempramental, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat

langsung marah dan merusak barang yang terdekat Tergugat;

- Bahwa,  saksi  tidak  mengetahui  langsung Penggugat  dan Tergugat

bertengkar;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  saat  ini  Penggugat  dan Tergugat  sudah

berpisah tempat tinggal sejak Bulan November tahun 2016, Tergugat

pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa kabar dan tidak

diketahui lagi alamatnya yang jelas;
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- Bahwa selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling

mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  pihak  keluarga  sudah  pernah  berupaya

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa,  Penggugat  telah  memberikan  kesimpulan  tetap  dengan

Gugatannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga serta

mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini  cukup ditunjuk segala

hal  yang  telah  termuat  dalam  berita  acara  persidangan  perkara  ini  yang

dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  Gugatan Penggugat adalah

sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  beragama  Islam  dan

perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu

berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun  1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-

Undang Nomor  7  Tahun  1989 Tentang Peradilan  Agama yang  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  Pengadilan  Agama  Tenggarong

berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia  (PERMA)  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di

Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus

dilaksanakan mediasi,  akan tetapi  dalam perkara yang bersangkutan karena

pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;
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Menimbang,  bahwa  Majelis  telah  berusaha  mendamaikan  dengan

menasihati  Penggugat agar  bersabar  dan  rukun  kembali  dengan  Tergugat,

sebagaimana  ketentuan  pasal  39  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun

1974 jo  pasal  82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  Penggugat telah  datang  menghadap  sendiri  (in

person) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

dan tidak pula  mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah

untuk hadir di  persidangan meskipun telah dipanggil  secara resmi dan patut

sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata

ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum

(default without reason) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan

Tergugat tidak  hadir  dan  perkara  a  quo dapat  diperiksa  tanpa  hadirnya

Tergugat;

Menimbang,  bahwa  tidak  hadirnya  Tergugat  di  persidangan,  dapat

dianggap  tidak  bermaksud  untuk  mempertahankan  hak-hak  keperdataannya

dan  atau  membela  kepentingannya  di  persidangan,  mengakui  dan

membenarkan  semua  Posita  dan  Petitum  dalam  surat  gugatan  Penggugat,

sedangkan  gugatan  Penggugat  juga  tidak  ternyata  melawan  hukum,  oleh

karena itu seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang,  bahwa Majelis sependapat dan mengambil  alih pendapat

ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام

المسلمين فلم يجب فهو ظالم ل حق له

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 1285/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Barang  siapa  yang  dipanggil  untuk  menghadap  Hakim  Islam,

kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan

gugurlah haknya”.

Menimbang,  bahwa  Penggugat  adalah  istri  Tergugat  dari  perkawinan

yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama  Kecamatan  Samboja,  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  sebagaimana

Kutipan Akta Nikah Nomor 204/39/IV/2014, tanggal 24 April 2014  dan kondisi

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, oleh

karena  itu  Penggugat  memiliki  legal  standing  untuk  mengajukan  Gugatan

perceraian di Pengadilan Agama Tenggarong, sebagaimana diatur dalam Pasal

20  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  9  Tahun  1975  jo.  Pasal  73  Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama yang  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan

menasihati  Penggugat  agar  bersabar  dan  mengurungkan  niatnya  untuk

bercerai, namun tidak berhasil dan surat Gugatan Penggugat telah dibacakan

dipersidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  surat  (P.1)  berupa  fotokopi

Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  204/39/IV/2014,  tanggal  24  April  2014  yang

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Samboja,  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,   yang  menerangkan  telah  terjadi

pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 April 2014 serta

dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan

Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya

Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan

yang sah sejak tanggal 24 April 2014;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  surat  (P.2)  berupa  Asli  Surat

Keterangan Ghaib dari kantor Desa Bukit Raya, RT. 01 Nomor: 365/18/11/2018,
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tanggal 18 November 2018 yang menerangkan bahwa Tergugat tidak bertempat

tinggal di Desa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat  bukti  tertulis yang diajukan oleh

Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan

formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat

sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegelen, secara materiil

dapat  dipertimbangkan  karena alat  bukti  tersebut  memuat  keterangan  yang

menguatkan  dan  relevan  dengan  dalil  gugatan  Penggugat  sehingga  harus

dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan  Penggugat  bahwa  Tergugat

tidak ada kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang, serta

dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Tergugat tidak

diketahui tempat tinggalnya. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa

Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari

Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi karena perkara ini

menyangkut  perkara  perceraian  maka  untuk  memastikan  Gugatan  cerai

Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim menyatakan

perlu  memeriksa  saksi-saksi  Penggugat  untuk  mengetahui  mengenai

kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang,  bahwa  untuk  maksud  diatas  dan  memenuhi  ketentuan

Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  Majelis  Hakim  telah

mendengar keterangan 2 (dua) orang sebagai saksi Penggugat, yaitu  Turini

binti Tukino  sebagai  bibi dan  Titi Sriaten binti Bakat  sebagai ibu kandung

yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah dengan keterangan yang
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saling  berhubungan dan  menguatkan  satu  sama lain  sebagaimana  tertuang

dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan

Penggugat  di  persidangan,  Majelis  berpendapat  kedua orang saksi  tersebut

telah memenuhi  persyaratan formil,  sesuai  dengan ketentuan pasal  171-172

R.Bg.  sehingga  dapat  diterima  dan  secara  materiil  dapat  dipertimbangkan

karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan

dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308-309

R.Bg.; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat-alat  bukti  tersebut  yang

dihubungkan  dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan

fakta-fakta sebagai berikut: 

- Bahwa,  Penggugat  dan Tergugat  adalah pasangan suami  istri  yang sah,

menikah pada tanggal 24 April  2014  di Kecamatan Samboja, Kabupaten

Kutai Kartanegara;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah

orangtua Tergugat di  Kecamatan Muara Jawa selama 4 bulan, kemudian

pindah dan bertempat  tinggal  bersama di  rumah orangtua  Penggugat  di

Kecamatan Samboja,  Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun;

- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai

1 orang anak;

- Bahwa,  sejak  Bulan  April  tahun  2014  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  sudah  tidak  harmonis  lagi  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran disebabkan  Tergugat  memiliki  sifat  tempramental,  sehingga

setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat langsung marah dan merusak barang

yang terdekat Tergugat;

- Bahwa,  saat  ini  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berpisah  tempat  tinggal

sejak  Bulan  November  tahun  2016  karena  Tergugat  pergi  meninggalkan
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tempat kediaman bersama tanpa kabar dan tidak diketahui lagi alamatnya

yang jelas;

- Bahwa  selama  berpisah  tersebut  keduanya  sudah  tidak  pernah  saling

mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;

- Bahwa,  pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat

dan Tergugat, namun tidak berhasil;

 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut,  Majelis  Hakim

berpendapat  bahwa fakta tersebut  telah sesuai  dengan ketentuan Pasal  19

huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi  Hukum  Islam  Tahun  1991,  yaitu  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaare tweespalt),

Selain itu  saat sekarang  Penggugat dan Tergugat  telah pisah rumah. Atas

dasar tersebut  Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga  Penggugat

dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah

sulit untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dan maksud bunyi Pasal

65 dan 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009,  jo.  Pasal  143  Kompilasi  Hukum Islam,  Majelis  Hakim telah  berupaya

mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi

tidak  berhasil.  Oleh  karenanya  Majelis  Hakim  berkesimpulan,  bahwa  rumah

tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk

rukun kembali, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah

(bahagia), mawaddah (tenteram) dan rahmah (penuh kasih sayang) sulit untuk

terwujud.  Sebagaimana  yang  dikehendaki  dalam  Pasal  1  Undang-Undang

Nomor  1  Tahun  1974,  yang  berbunyi  :  “Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan
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membentuk  keluarga,  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan

Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  dan  Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam,  yang

berbunyi : ”Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga

yang sakinah,  mawaddah,  dan rahmah”,  serta  firman Allah  SWT.  dalam Al-

Quran surat Ar-Ruum (30) : 21 yang berbunyi :

ومججن آيججاته ان خلججق لكججم مججن انفسججكم ازواجججا
لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة  ان فججى

ذلك ليات لقوم يتفكرون
 

Artinya:  “Dan  diantara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan

untukmu  isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung

dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  di  antaramu

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan

pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab  Fiqh Sunnah Juz II

halaman  248  yang  diambil  alih  menjadi  pertimbangan  Majelis  Hakim  yang

berbunyi:

واذا ثبججت دعواهججا لججدى القاضججى بينججة الزوجججة
اواعتراف الزوج وكان اليذاء ممججا ل يطججاق معججه
دوام العشججرة بيججن مثلهججا وعجججز القاضججى عججن

الاصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة 
Artinya :  “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri

atau  karena  pengakuan  suami,  sedangkan  hubungan  suami  istri

tidak  dapat  lagi  diteruskan  karena  perbuatan  suami  yang

menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka,

maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya” .
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

diatas,  Gugatan  Penggugat  a  quo  telah  beralasan  dan  tidak  bertentangan

dengan hukum, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  hadir  di  persidangan

tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara

resmi  dan  patut,  maka  perkara  ini  dapat  diputus  dengan  tanpa  hadirnya

Tergugat atau verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan pendapat

Pakar Hukum Islam yang terdapat  dalam Kitab Al  Anwar Juz II  halaman 55

yang  diambil  alih  menjadi  pertimbangan  Majelis  Hakim  berbunyi  sebagai

berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جججاز اثبججاته

بالبينة

A  rtinya : “Apabila  dia  enggan,  bersembunyi  atau  ghoib,  maka  perkara  itu

diputus dengan bukti-bukti (persaksian)”.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara

ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta

dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
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   Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;  

  Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

  Menjatuhkan talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Muhammad Husni  bin

Tabrani) terhadap Penggugat (Qori Putri Wanita Sari binti Aekano Darkasih);  

  Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp. 511000 ( lima ratus sebelas ribu rupiah);  

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim yang dilangsungkan pada hari  Selasa tanggal  02 April  2019 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami  Drs. H. Ahmad

Fanani, M.H.  sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid  dan Drs. H. Ahmad

Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal

02 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriah, oleh

Ketua Majelis  tersebut  dengan didampingi  oleh  Hakim Anggota  dan dibantu

oleh  Mahyani,S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat; 

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Mursyid

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Syaukani
Panitera Pengganti,

Mahyani,S.Ag
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Perincian biaya :

  1.  Pendaftaran  Rp30.000,00 
   2.  Proses  Rp50.000,00 
  3.  Panggilan  Rp420.000,00 
  4.  Redaksi  Rp5.000,00 
  5.  Meterai  Rp6.000,00 

    Jumlah Rp511.000,00
    ( lima ratus sebelas ribu rupiah ) 
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